
BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 21 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Definitif 

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
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dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah

dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);



3 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3/ A);

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2011 Nomor 7 /B) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 

Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 1 / C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2012

tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor

7 /B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 5/B);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun

201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 201 7 Nomor 7 / E,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 25);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2017 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah

Ka bu paten Blitar Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2018

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2018 Nomor 2/C, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 28);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2019

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 4 / C, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 44);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Blitar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2020 Nomor 8/ A);

25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 19/E);

26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

(Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 70/D);

27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2020 ten tang

Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun

2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran

2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor

35/E);

28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020

Nomor 88/ A) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 88

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 8 /A);

29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 89/A);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF 

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
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pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. 

8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan

Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan

imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

11.Alokasi Definitif adalah pembagian dana bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah kepada desa berdasarkan realisasi

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun

berkenaan.

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Alokasi Definitif Bagi Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang 

didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun . 

Anggaran 2020. 

Pasal 3 

( 1) Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 didasarkan pada 20% (dua puluh perseratus) dari

realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi, dikecualikan dari

Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh

perseratus) dengan perincian:

a. Desa yang memiliki potensi memperoleh (20% x 40%) dari

realisasi potensinya;
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b. Desa yang memiliki potensi dan Desa yang tidak memiliki

potensi memperoleh (20% x 60%) dari realisasi perolehan

dibagi rata kesemua Desa;

(2) Rincian penerimaan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(3) Rekapitulasi penerimaan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran

2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 2a3 Mei 2021

Diundangkan di Blitar 

 28 Mei 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR : 21 / .; 

pada tanggal 












































































